
M IETRO
JE

•HUTllOe

PEMERINTAH KaTA METRO
DINAS KESEIIATAN

urrD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO
JI Jend. A Yani No_ 13 Kota Metro Kode Pos 34111 Telp(0725) 41820
Email :rsudayanimet@ymail,com Website : rsuay.metrokota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMIJM DAERAH
JENDERAL AHMAD YANI KOTA METRO

NOMOR , 664 /KPTS/LL,02/2824

TEIVrANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKrr UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI

KOTA METRO

DIREKrUR RUA£AH SAKrr UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI
KOTA METRO

Menimbang a. bahwa dalam rangca mewujudkan lnnyelenggaaan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban txrbawi pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaaan pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
bahwa untuk memterikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyeleng@man pelayanan seba@imaru dimaksud huruf a,

maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik lnda Rumah Sakit
Umum Daerah Jenderal Ahmad Yard dengan Keputusan Direktur RSUD
Jenderal Ahmad Yani Kota Metro;
bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal, maka RSUD
Jenderal Ahmad Yani Kota Metro menambahkan lnlayanan Bedah
Digestif dan Pelayanan Ginjal Hilnrtensi

b

C.

Mengingat I Undang –Undang Nomor 29 Ta:hun 20tH tenlang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tamba:han Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor zH3 1 );
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negma Republik indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomro zU Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negaa Repub]ik Indonesia Tatum 2009 Nomor 144,

Tamba:han Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negma Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tamtnhan Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2014 Nom(x 244,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diutmh betnraFn kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Ta:hun 2015 tentang Puubahan Kedua Atas Undang-
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